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1. Latar Belakang Masaiah.
Didaiam upaya untuk mempercepat suatu proses hukum
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terjadi, epanyakan orang menganggap, sepakat untuk

menyimpangi peraturan perundang-undangan yang telan ada,
adalah sangat membantu. Walaupun sebenarnya hnal-hai itu
seringkali mengandung resiko dan bisa saja membawa seseorang
yang sepbenarnya mempunyai posisi yang kuat menjadi leman
dimata hukum.

Kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam masyarakat untuk
menyimpangi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan saat ini makin beragam.
Penyimpangan-penyimpangan ternadap peraturan perundang-
undangan ini biasanya terjadi atas kesepakatan kedua belah
pihak atau antara beberapa orang yang melakukan suatu
nubungan hukum. Pada awal kesepakatan semuanya akan berjalan
sesual dengan kehendak para pihak, sampai saat dimana ketika
kesepakatan itu ternyata dilanggar olen salah satu pihak
yang beritikad buruk.

Didalam keadaan dimana salah satu pihak melakukan hal-
nal diluar kesepakatan, maka pihak yang satu akan mencari

penyeiesaiannya lewat hukum vyang berlaku. Tetapi tidak
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jarang pula pihak yang «cirugikan tidak mendapatkan Jjalan
keluar yang diinginkannya lewat hukum itu sendiri. Hal itu
disebabkan karena didalam kKesepakatan pertama yang dibuat
olenh para pihak ini, ada peraturan perundang-undangan yang
harus disimpangi.

Kebutunan masyarakat akan hukum yang mejemuk membuat
undang-undang selaiu tidak dapat berjaian didepan
masyarakat. Artinya undang-undang yang dibuat selalu hadir ,
setelan ada permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
Memang sulit untuk memprediksi suatu keadaan vyang akan
terjadi dalam masyarakat pada waktu-waktu yang akan datang.
Meskipun demikian apabila muncul kasus-kasus baru didalam
masyarakat, maka para yuris dianggap harus bisa
menyeiesaikannya. Tidak  peduii apakan ada peraturan
perundang-undangan yang mengatur hal itu atau tidak.

Setiap kali para pihak akan melakukan suatu hubungan
hukum maka para pihak akan selalu memeriukan sesuatu sebagai
alat Dpukti. Kebanyakan orang memiiih menuangkan suatu
hubungan hukum yang dilakukan dengan mempuat bukti tertuilis.
Karena segala sesuatu dianggap telah  mencapai titik aman
apabila telah dituangkan secara hitam diatas putih, baik itu
dibuat secara otentik maupun secara dibawah tangan. Karena
alat pempuktian ini akan menjadi sangat penting bagi para

pihak apabila terjadi sesuatu sengketa dibelakang hari.
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Demi suatu keamanan masyarakat mulai menyadari bahwa

-

membuat sesuatu bukti daliam bentuk otentik adalah lebih aman
dibanding dengan yang lainnya. Sesuai dengan  tugas
jabatannya yang tertuang dalam pasal 1 Peraturan Jabatan
Notaris, maka notaris adalah pejabat umum yang satu satunya
berwenang untuk membuat akta otentik. Secara lengkap

-
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bunyinya adalah sebagai berikut :
“Notaris adalah  pejabat umum  yang = satu-satunya
berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan
olen suatu peraturan umum atau oieh yang berkepentingan
dikenhendaki untuk dinyatakan daiam suatu akta otentik,
menjamin kepastian tanggainya, menyimpan aktanya dan
memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya
sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum
tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat
atau orang lain.”

Sehubungan dengan hal itu, maka peranan notaris sangatlah
penting untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang
akan melakukan perbuatan hukum, tTerutama dalam lapangan
hukum perdata. Selain itu jabatan notaris adalah jabatan
kepercayaan sehingga pada notaris masyarakat percayé bahwa

apa yang telah dibuat oleh seorang notaris adalah benar-

benar sah dan dapat dijadikan sebagai alat Dbukti yang

Bagi masyarakat awam, notaris dianggap figur yang

paling tahu tentang hukum dan berbagal akibatnya, sehingga

V1 imban Tahing_Parsturan Jabatan Notaris Oetakan Kelima, Jakarts - Penarhit Airlangea 1990 fTAL 31




dalam hal ini memang notaris harus benar-benar siap untuk
memberikan informasi yang diperiukan oleh masyarakat.
Walaupun tidak jarang didalam beberapa kasus yang terjadi,
akta yang dibuat secara otentik bahkan bisa menjadi akta
yang hanya berkekuatan dibawan tangan, dan bahkan ada yang
sama sekall menjadl batal demi hukum atau dibatalkan. Hal
ini bisa saja terjadi karena didapati akta yang dibuat
tersebut cacad hukum. Keadaan seperti inilah yang mempuat
masyarakat akhirnya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam
meiakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Didalam penuiisan ini penuiis ingin membahas masaiah
tentang pembuatan surat pernyataan yang dibuat oleh dan
dihadapan seorang notaris, dimana isi dari surat pernyataan
tersebut, ternyata membantah isi dari akta lain vyang
merupakan akta otentik juga. Dalam hal ini dikenal dengan
akta contra letter. Masalah penggunaan akta contra letter
ini juga akan menjadi lebih komplek apabila ternyata akta
tersepbut dibuat dengan menyimpangi peraturan perundang-
undangan yang ada. Dan apalagi kalau ternyata akta contra
letter tersebut merupakan suatu bukti kepemiiikan seseorang
terhadap suatu benda.

Didalam penulisan ini penulis mengangkat suatu kasus,
misainya dimana seorang warga negara asing yang secara jelas

menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1%60 pasal
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20 ayat 3 dan Dbahkan pada pasal 26 ayat 2 dilarang atau
tidak diperboiehkan untuk mempunyai hak milik atas tanan,
karena ingin memiiiki sebidang tanah di Indonesia, maka
warga negara asing tersebut membeii sebidang tanah yang
diinginkannya dengan meminta atau mengatasnamakan orang iain
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yang merupakan warga negara Indonesia. Dalam akta jual beli
vang dibuat PPAT dicantumkan kalau yang Dbertindak sebagai
pembelil adalah warga negara Indonesia tersebut, maka secara
otomatis hak kepemiiikan atas tanan tersepbut adalan pada
warga negara Indonesia itu. Untuk menjamin dan membuktikan
bahwa tanah tersebut adaiah sebenarnya merupakan miiik dari
warga negara asing ini maka kedua belah pihak (WNA dan WNI)
ini, sepakat untuk membuat surat pernyataan pada notaris
yang lain berisi pernyataan dari warga negara Indonesia
tersebut untuk tidak melakukan tindakan pengalihan atau
pemindanan hak atas tanah tersebut pada orang lain dengan
cara dan maksud apapun tanpa ijin dan persetujuan dari warga
negara asing ini.

Kemudian notaris membuatkan surat pernyataan tersebut
sebagai akta contra letter yang berarti membantan isi dari
akta jual beli yang telah dibuat oleh notaris terdahulu atas
permintaan para pihak. Hal seperti diatas ini dapat terjadi
didaiam masyarakat yang dengan beragam kepentingan ini.

Apabila hal tersebut di atas terjadi dan kemudian pada suatu




saat timbul masalan dimana warga negara Indonesia vyang
namanya secara nyata merupakan pemilik sah dari tanah
tersebut sébagaimana telanh tercantum dalam sertifikatnya
muiai mempunyai itikad buruk dan kemudian melakukan tindakan
peraiihan atau pemindahan hak terhadap tanah tersebut
misainya lewat jual beli kepada pihak yang lain. Maka muncul
gugatan dari warga negara asing ini dengan membawa pukti
kepemiiikannya, vyaitu berupa surat pernyataan yang dibuat
oleh dan dihadapan seorang notaris, yang disepakati oleh

kedua Dbeilanh pihak (antara WN
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dan WNI), dimana tanan
tersebut adalah sebenarnya milik dari warga negara asing dan
pihak warga negara Indonesia ini sepakat untuk tidak
melakukan perbuatan peralihan dan atau pemindahan hak atas
tanan tersebut.

Surat pernyataan yang dibuat dengan menyimpangi undang-
undang pokok agraria tersebut menjadi dasar gugatan yang
sangat rapuh mengingat bahwa peraturan perundang undangan
tersebut adalan merupakan peraturan yang sudah sangat baku
dan tidak dapat disimpangi dengan tujuan apapun Jjuga.
Didalam tesis ini penulis akan membahas bagaimanakah suatu
akta contra letter dapat menjadi suatu alat pembuktian yang
membuktikan bahwa telah terjadi suatu perikatan diantara
para pihak dan apakah memang penggunaan akta contra letter

yang menyimpangi peraturan perundang-undangan ini bisa terus




dapat digunakan sebagai salah satu Jjalan keluar Dbagil
seseorang untuk dapat memiliki suatu hak. Disinilah Iletak
penting dari permasalahan dalam tesis ini. Kasus diatas
hanyaiah contoh vyang diangkéf penulis untuk membawa
penulisan tesis ini ke pokok permasaiahan yang akan dibahas
daiam tesis 1ini, sedangkan terhadap peraturan perundang-
undang vyang disimpangi bisa saja terjadi pada peraturan

perundang-undangan yang ada lainnya.

Berdasarkan dari 1letak penting permasalahan daiam
penuiisan iniliah, yang mendorong penuliis untuk menulis
tesis dengan judul " Kekuatan Pempbuktian Akta Contra Letter

Sebagai Akta Otentik.™

Z. Permasalahan
Permasalahan yang diampbil penulis didalam tesis yang
berjudul “Kekuatan Pembuktian Akta Contra Letter Sebagai
Akta Otentik ini yaitu :
a. Bagaimana kekuatan pembuktian akta contra letter
sepagai akta otentik yang dibuat dengan menyimpangi
peraturan perundang-undangan ¥

b. Bagaiman peranan dan tanggunggugat seorang notaris

ternadap akta contra letter yang dibuat dihadapannya ?
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3. Metode Penelitian

Metode penyusunan penulisan tesis vyang dipergunakan
oleh penulis mengenail kekuatan pembuktian akta contra letter
sebagai akta otentik ini, adalah dengan menggunakan metode
penelitian normatif, karena penelitian ini didasarkan dengan
melakukan studl kepustakaan vyang dilakukan dengan cara
meneliti dan menganalisa bahan-bahan pustaka bidang hukum,
juga penuliis melakukan wawancara lisan kepada beberapa orang
notaris yang menjalankan tugas jabatannya di Surabaya.

Pendekatan yang penulis lakukan adalah dengan melakukan
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approachj.
Adapun bahan hukum yang diperoleh penulis meliputi : z
1. Bahan Hukum Primer, vyaitu bahan-bahan hukum yang

mempunyai kekuatan mengikat antara lain Kitab Undang-

Undang Hukum FPerdata atau B.W., Peraturan Jabatan
Notaris, dan Undang-Undang FPokok Agraria No. 5 Tahun
2. Banan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang

menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-~buku,

artikel majalah, serta makalah/hasil karya yang

berhubungan dengan materi penulisan tesis ini.

Saerjono Sackants Dan St Mamud;i, Penclitian Hukum Normatif, Suati Tiniauan Singkat, Fdisi Kesatu,

Cetakan Keempat, Iakarta : Grafindo Persada 1994, HAL. 25
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Namun penulis akul bahwa penulisan tesis ini masih jaun
dari sempurna, hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan-
keterbatasan didalam iingkungan penelitian penulis. Untuk
itu, penulis mengharapkan dimasa yang akan datang, peneliti
selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai pedoman
dasar dan dapat memperpaiki kekurangan-kekurangan yang ada

dalam peneiitian ini.

4, Tujuan Dan mManfaat Penelitian

Tesis 1ini dibuat dan disusun dengan tTujuan untuk
memenuni persyaratan memperolieh gelar Magister Kenotariatan
{MKn), pada Fakultas Hukum Universitas Airiangga Surabaya
Program Studi Magister Kenotariatan.

Selain tujuan diatas, tujuan lain yang ingin dicapai
penulis dalam peneliitian ini adalah, untuk mengetahui dan
memahami apa sSebenarnya akta contra letter tersebut dan
bpagaimanakah penggunaan akta ini agar tidak membawa dampak
yang buruk bagil masyarakat penggunanya.

Juga untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian
dari akta <contra letter ini, apabila dibuat dengan
menyimpangi peraturan perundang-undangan yang beriaku. Serta
juga untuk mengetahui kepastian hnhukum apa yang dapat
diberikan oleh seorang notaris terhadap akta contra Iletter

yang dibuat dihadapannya.
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Sedangkan manfaat penelitian ini secara teoritis adalah
penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat
bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran terhadap
permasaiahan dan pengaturan bidang kenotariatan, khususnya
ternadap masalah akta contra lietter yang dibuat dihadapan
seorang notaris. Serta dalam rangka ikut berpartisipasi di
dalam pembaharuan hukum nasional di bidang kenotariatan,
sehingga penanganan dan penyeiesaian kasus-kasus tersebut
sesual dengan rasa keadilan masyarakat dan sekaligus
memenunhi asas manfaat yang merupakan inti dari penegakan
hukum.

Selain manfaat teoritis, penulis juga mengharapkan ada
manfaat praktis dari penulisan ini, vyaitu dapat menambah
wawasan pengetahuan bagi penuiis berkaitan dengan dalam
menjalankan tugas jabatan notaris sebagal seorang pejabat

£y

umum  berkenaan dengan  akta yang dibuat oleh dan

dihadapannya, serta juga menambah wawasan Dagi praktisi

nhukum lainnya seperti pengacara, hakim, dan masyarakat umum.

5. Tinjauan Pustaka.

A. Tentang Pembuktian FPada Umumnya

Perihal pembuktian pada umumnya diatur dalam pasal 1§65
B.W. yang secara tegas menyatakan bahwa * Setiap orang yang

mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna

o
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menegunkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang
lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan
adanya hak atau peristiwa tersebut”.® Selain itu terdapat
juga didalam pasal 163 H.I.R yang berbunyi : “Barangsiapa
yvang menyatakan mempunyal  barang  sesuatu  hak, atau
menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu,
atau untqk membantah hak orang lain, maka orang 1tu harus
membuktikan adanya hak 1itu atau adanya kejadian itu”. Dari
kedua pasal 1ini dapat dilihat bahwa yang dibuktikan
dihadapan sidang pengadilan bukan saja peristiwa-peristiwa
atau kejadian-kejadian tetapi Jjuga hak. Pendapat ini juga
dianut olen Prof. K. Subekti, S.H. yang menyatakan dalam
pukunya “Hukum Pembuktian® vyaitu, “bahwa tidak hanya
peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi Jjuga sesuatu
nak”. Prof. Mr. A. Pitlo juga menyatakan bahwa "“Yang dapat
dibuktikan ialah fakta dan hak”. Selain itu Dr. Sudikno
Mertokusumo, S.H. juga berpendapat sama dalam bukunya “Hukum

I
“

Acara Perdata Indonesia” .* Walaupun dinyatakan dengan tegas

Iy .

apa yang harus dibuktikan, tetapi ti

T_

dak berarti bahwa setiap
orang yang mengemukakan sesuatu hak atau terjadinya
peristiwa itu selalu harus membuktikan apa vyang ia

kemukakan. Yang harus dibuktikan itu suatu hak atau

*R Suhakti Dan R Tljitrosudibia, Kitah Undanp-Tiadang Yukum Pardata, Bdisi Revisi, Cetakan
Ketigapuluh dua, Jakarta : Pradava Paramita 2002) : Hal 475
4 Teguh Samudera , Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. Cetakan Pertama, Bandung Penerbit Alumni,

1992, Hal. i7

.
i



FARPUSY.
tlm;nsrms AAlllALAA‘;UOO.
SURABAY, J

peristiwa, dan atau kebenaran hak dan atau peristiwa
tersebut yang disangkal oleh pihak 1lain. Apabila tidak
disangkal maka tidak periu mempuktikan adanya hak yang
dinyatakan itu.

Daiam hal hubungannya dengan arti pembuktian, Prof. K.
Supbekti, S.H., perpendapat bahwa “Membuktikan lalan
meyakinkan hakim tentang kebenaran daiii atau dalil-daliil
yang dikemukakan dalam suatu persengketaan®. Sedangkan Teguh
Samudera, S.H., seorang pengacara di Jakarta menyimpuikan
panwa, membuktikan berarti menjeiaskan (menyatakan)
kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan hakim
kepada daiii-daiii yang dikemukakan para pihak yang
bersengketa. > Hukum pembuktian mengenal beberapa ajaran atau
teori  pembuktian, menurut  Prof. Satochid Kartanegara
S.H.,"Dalam bidang hukum pembuktian dikenal 4 sistem atau 4
ajaran yaitu :

a. Negatief Wettelijk Bewijslieer.

Dasar putusan hakim adalah dengan alat bukti yang
diakui undang-undang dan keyakinan hakim. Jadi pandangan
yang pertama ini menyatakan banhwa dengan alat bukti yang
diakui oleh undang-undang saja tidak cukup, tapi harus Jjuga
disertakan dengan keyakinan hakim.

b. Positief Wettelijk Bewijslieer.

-
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Aliran ini menyebutkan dasar putusan hakim adalah
hanya didasarkan pada alat bukti yang diakui oieh undang-
undang semata—mata, dengan perkataan lain tidak dibutuhkan
alat-alat pembuktian lain dalam hal ini keyakinan hakim.

c. Conviction In Time ( Bioot Gemoedelijkke Overtuiging j.

Aliran ini mendasarkan putusan hakim pada keyakinan
hakim semata-mata dan tidak memeriukan alat bukti iain.

d. Conviction Raissonnee { Beredeneerde Overtuiging/De Vrije
Bewijslieer j.

Aliran ini menggunakan dasar putusan hakim pada
keyakinan hakim dan kemudian hakim harus memberi alasan-
alasan apa sebabnya dia yakin. Sedangkan dasar-dasar
keyakinan hakin itu tidak terkait pada alat pembuktian yang
diakui oleh undang-undang saja, tapi dapat juga dipergunakan

lain alat pembuktian diluar undang-undang. ®

B. Tentang Akta Otentik dan Kekuatan Pembuktiannya

Pembuktian dalam bentuk tertuiis sangat terkait sekali
dengan tugas jabatan notaris sebagai satu-satunya pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, seperti
tertera pada pasal 1868 B.W., vang bunyinya adalah " Suatu
akta otentik iaiah suatu akta yang didaiam bentuk yang

ditentukan olieh undang-undang, dibuat oleh atau dinadapan

[
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pegawai-pegawal umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana
akta dibuatnya”.

Menurut S§.J. Fachema Andreae, kata akta itu berasal
dari Dbahasa Latin *“acta” yang berarti “geschrift® atau
“surat®. Sedang menurut Prof. K. Subekti, S.H., dan R.
Tjitrosudibio, kata acta merupakan bentuk Jjamak dari kata
actum, suatu kata yang berasal dari bahasa Latin yang
berarti perbuatan-perbuatan.

Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan
dalam akta dan surat bukan akta, Prof. Mr. A. Pitlo
berpendapat bahwa “AKta adaliah suatu surat yang
ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan
untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperiuan siapa surat
itu dibuat®” sedangkan Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H,
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan akta adalah "“Surat
yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa
yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang
dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”. s

Prof. Mr. A. Pitlio menyatakan yang dimaksud dengan alat
pembuktian berbentuk tulisan yang disebut dengan surat
adaiah “pembawa tanda tangan bacaan yang  berarti,

~ ~ a

menerjemahkan suatu isi pikiran”. ’)edangkan Dr. Sudikno

TR Subekti Dan R Tiitrasudibia, ap it
§ R Subekti Dan R Tjitrosudibio, Kamus Hukum Jakarta - Pradnya Paramita, 1990) : Hal. 9
? Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 1980) : Hal. 110
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Mertokusumo, S.H., Dberpendapat bahwa alat bukti tertulis
atau surat ialah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda
bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau
untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan diperéuba]éan
sebagali pembuktian”. Dalam hal yang sama I. Rubini, S.H. dan
Cnidir Ali, B5.H., menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
surat adalah suatu benda (bisa kertasf kayu, daun lontar)
yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan

«n
4

menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).

Suatu akta yang dimaksud dalam penulisan ini adalah
akta yang dibuat oleh seorang pejabat umum yaitu akta
otentik, beberapa anli hukum mendefinisikan akta otentik itu
sebagai berikut, Prof. Dr. Wirjono, S.H., menyatakan %“Surat
yang dibikin dengan maksud untuk dijadikan bukti oleh atau
di muka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu”, DR.

T [t

Sudikno, S.H., menyatakan akta otentik adalah Akta yang
dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh
penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan,
baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan,
yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di daiamnya
oleh yang berkepentingan®. Kemudian Prof. Dr. Supomo, S.H.,
mendefinisikan seperti ini *Surat yang dibuat oleh atau

dimuka seorang pejabat umum yang mempunyal wewenang untuk

10 Tepuh Samudera, op Cit TTal 26
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membikin surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat
tersebut sebagai surat bukti®, dan Prof. Subekti, S.H.
merumuskan akta otentik adalah “Suatu akta yvang didalam
bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau
dihadapan seorang pegawal umum yang berwenang untuk Iitu
ditempat dimana akta itu dibuatnya”. Selain itu ada pakar
nukum lain yang Jjuga merumuskan tentang hal ini yaitu I.
Rubini, S.H. dan Chidir Ali, S.H., menyatakan bahwa akta
otentik adalah "“Suatu surat yang ditandatangani dan dibuat
khusus untuk dijadikan bukti dari sesuatu peristiwa hukum,
yang dibuat oleh pejabat umum” , Prof. Mr. Pitlo menyatakan
akta otentik adaiah %Akta yang dibuat menurut undang-undang
oleh dan dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang
ditempat itu”, sedangkan Mr. Kresna, merumuskannya demikian,
akta otentik adalah “Suatu akta yang dibuat olieh atau dimuka
seorang pegawal umum, oleh siapa didaliam akta itu dicatat
pernyataan fihak yang menyuruh membuat akta itu”.

Dengan demikian berdasarkan pendapat para ahli hukum
tersepbut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat

dikatakan sebagail akta, sesuatu surat harus memenuhi syarat-
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syvarat tertentu, vaitu :

Wrid 1ral 40
2 yiktor Situmorang Dan C. Sitanggang, Grosse Alkta Dalam Pembulitian Dan Fksekusi, Cetakan Pertama,
Jakarta Rineke Cipta, 1993 : Hal 27
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a.

Surat tersebut harus ditandatangani, maksudnya syarat
akta sebagai surat yang harus ditandatangani, dapat
dilihat dari ketentuan pasal 1869 B.W., " Suatu akta
yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai
termaksud di atas atau karena suatu cacad dalam
bentuknya, tidak dapat diberiakukan sebagal  akta
otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta
dibawah tangan jika ditandatangani oleh para penghadap/
pihak®.

Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu
hak atau perikatan, maksudnya peristiwa hukum yang
disebut dalam surat itu dan yang di butuhkan sebagai
alat pembuktian harusiah merupakan peristiwa hukum yang
menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Sebaliknya
apabila peristiwa hukum yang disebutkan pada surat itu
tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak atau
perikatan, atau pada suatu surat yang sama sekali tidak
mengandung peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar
dari suatu hak atau perikatan maka surat dimaksud
bukanlah suatu akta, karena surat tersebut tidak dapat
dipakai sebagai alat bukti.

Surat itu sengaja dibuat sebagai alat bukti , maksudnya
dalam pembuatan suatu akta, terkandung maksud untuk

pembuktian suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan
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hak atau perikatan yang terkandung dalam surat yang

telah dibuatnya itu. Sehingga maksud akta adalah untuk

sebagai alat bukti.

Pasal 1866 B.W. telah merumuskan alat-alat bukti yang
dapat dipergunakan dalam pada suatu perkara terdiri dari
13

hal-hal sebagai berikut :

ukti tulisan ;

o

a.

. Bukti dengan saksi-saksi;

o

c. Persangkaan-persangkaan;

d. Pengakuan;

e. Sumpah.
Berdasarkan pasal tersebut diatas, terlihat bahwa penempatan
bukti tulisan merupakan alat Dbukti yang utama. Dan B.W.
telah membedakan bukti tulisan dalam dua golongan yaitu akta
dan tulisan 1lainnya. Perbedaan antara tulisan dan akta
dipuktikan dalam pasal 1874 B.W. yang berbunyi * Sebagai
tulisan-tuiisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang
ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-
register,surat-surat urusan rumah tangga dan lain—lain
tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawail

4
rnri4

umum.

B0 Subskti Dan R Tjitrosudibio, op Cit, Ha! 475
“Ibid, Hal. 476.
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Menurut pasal tersebut diatas, unsur penandatanganan
hanya dituliskan untuk akta dan tidak untuk surat-surat,
register—register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-
lain yang termasuk tulisan yang bukan akta.

Selanjutnya berdasarkan pasal 1867 B.W. dinyatakan
bahwa “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-
tulisan otentik maupun dengan tulisan-tuiisan dibawah
tangan”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, dapat
disimpuikan bahwa terdapat 2 (dua) macam akta yaitu akta
otentik dan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah
akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak
tapi tanpa bantuan dari seorang pejabat. Akta dibawah tangan
juga dapat merupakan alat bukti yang lengkap sepanjang tanda
tangan didalam akta tersebut diakui keasliannya. Sedangkan
apabila tanda tangan atau tulisannya dipungkiri maka proses
pemeriksaan kepalsuan harus diselesaikan iebih dulu. Akta
otentik mempunyai kelebihan dibanding akta dibawan tangan
dalam pembuktiannya. Ada beberapa kekuatan pembuktian dari
akta otentik seperti tertulis dibawah ini.

Kekuatan pembuktian terhadap akta otentik, dapat
dilihat sebagai berikut : °

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah/Luar Akta Otentik.

15 1.
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Menurut Prof. Mr. A. Fitlo, kekuatan pukti
lahiriah/luar artinya bahwa suatu surat yang kelihatannya
seperti akia, diperiakukan sebagai akta sampal terbukti
sebaliknya. Senada dengan pendapat dari Prof. Dr. Sudikno
Mertokusumo, S.H. yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian
lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan
iahir, apa yang tampak pada iahirnya yaitu bahwa surat yang
tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai
kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliiknya.
Pada kekuatan pembuktian luar akta otentik beriaku asas acta
publica probant sese ipsa, yang berarti bahwa suatu akta
yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan, maka akta dimaksud dianggap
sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Sehingga
tanda tangan pejabat dalam akta yang bersangkutan dianggap
asii sampal terbukti sebaliknya.

2. Kekuatan Pempuktian Formal Akta Otentik

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik
dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan
dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu
dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh
pejabat dalam akta itu sebagali yang dilakukan dan
disaksikannya didalam akta itu sebagai yang dilakukan dan

disaksikannya didalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti
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formal sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan
kebenaran dari apa yang disaksikan yakni apa yang dilihat,
didengar, dan Jjuga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai
pejabat umum didalam menjalankan Jjabatannya. Dalam arti
formal sepanjang mengenail akta partij, akta itu membuktikan
dan memberikan jaminan tentang kebenaran/kepastian tanggal
dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam
akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, dan tempat
dimana akta itu dibuat serta kebpenaran bahwa para pihak ada
menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu. Sedangkan
kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti
antara pihak-pihak sendiri.

3. Kekuatan Pembuktian Material Akta Otentik.

Kekuatan pembuktian materil memberikan kepastian
tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang suatu
peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan
melakukan sepertli yang dimuat dalam akta. Kekuatan
pembuktian materil terhadap akta otentik harus dianggap
sebagai benar para pihak itu betul sudah menghadap kepada
pejabat umum (notaris), pada hari, tanggal yang disebutkan
dalam akta, dan mereka sudah menerangkan apa yang dituiiskan
dalam akta yang mana terhadap apa yang diterangkan pada akta

itu adalah benar.




Pada akta otentik jenis akta pejabat, pada umumnya, tidak
mempunyai kekuatan pembuktian materil. Sedangkan terhadap
akta otentik jenis akta partij, akta tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian materil bagl para pihak, namun bagi
kepentingan pihak ketiga, penilaian kekuatan pembuktian
materilnya diserankan kepada pertimbangan hakim.

Sedangkan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan
adalah sebagai berikut :%°
1. Kekuatan Pembuktian Lanhir Akta Dibawah Tangan.

Menurut ketentuan pasai 1876 B.W. seseorang yang
terhadapnya dimajukan akta dibawah tangan, diwajibkan
mengakul atau memungkiri tanda tanganya. Sedangkan terhadap
ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa la tidak mengakui

LY

tulisan atau tanda-tangan tersebut. Apabila tanda tangan
tersepbut diingkari atau tidak diakui olen ahli warisnya,
maka menurut pasal 1877 B.W. hakim harus memerintahkan agar
kebenaran akta tersebut diperiksa dimuka pengadilan.
Sebaliknya apabila tanda tangan dari akta diakui oleh orang
terhadap siapa tuiisan itu hendak dipakal maka akta tersebut
dapat mempunyai alat pembuktian yang lengkap terhadap para
pihak yang bersangkutan, akan tetapi terhadap pihak 1lain

kekuatan pembuktiannya adalah bebas dalam arti Dbergantung

kepada penilaian hakim. Dengan adanya pengakuan terhadap

16 Topuh Samudera, Op Cit Flal §2-54
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tanda tangan berarti bahwa keterangan akta yang tTercantum
diatas tanda tangan tersebut diakui pula. Hal ini dapat
dimengerti, karena biasanya seseorang yang menandatangani
sesuatu surat itu untuk menjelaskan bahwa keterangan yang
tercantum diatas tanda tangan adalah benar keterangannya.
Karena ada kemungkinan bahwa tanda tangan dalam akta dibawahn
tangan tidak diakui atau diingkari, maka akta dibawah tangan
tidak mempunyal kekuatan bukti liahir.

2. Kekuatan Pembuktian Formal Akta Dibawah Tangan.

Seperti yang telah diterangkan pada kekuatan pembuktian
luar akta dibawah tangan, yaitu bahwa apabila tanda tangan
pada akta diakuili Dberarti bahwa pernyataan yang tercantum
diatas tanda tangan tersebut diakui pula, maka disini telah
pasti terhadap setiap orang bahwa pernyataan yang ada diatas
tanda tangan itu adalah pernyataan si penandatangan. Jadi
akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formali.

3. Kekuatan Pembuktian Material Akta Dibawah Tangan.

Disini juga menyangkut ketentuan pasal 1875 B.W. yang
telah dikemukakan diatas dan secara singkat dapat dikatakan
bahwa diakuinya tanda tangan pada akta dibawah tangan
berarti akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian iengkap.
Jadi berarti bahwa isi keterangan akta tersebut beriaku pula
sebagal benar terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan

itu dibuat. Dengan demikian akta dibawah tangan hanya
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memberikan pembuktian material yang cukup terhadap orang
untuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si
penandatangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan
terhadap pihak lainnya kekuatan pembuktiannya adalah

e

bergantung kepada penilaian hakim (bukti bebas;.

C. Tentang Akta Contra Letter

Contra letter didalam bahasa Prancis disebut Contre
Lettre. Contre atau contra (bahasa Belanda} artinya lawan,
bertentangan, atau beriawanan. Sedangl Lettre atau Letter
artinya surat. Jadi Contre Lettre atau contra letter artinya
surat atau akta yang dibuat bertentangan dengan surat/akta
yang dibuat sebelumnya. Tindakan yang kedua ini dilakukan
untuk mengisi, mengubah, menghapus suatu tindakan hukum
sebelumnya. Dan hal seperti ini sering terjadi didalam
7
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masyarakat.

Akta Contra Letter tidak mempunyai definisi yang jelas
dan mengikat, sejaun ini akta Jjenls ini banyak digunakan
oleh pihak-pihak yang menemui hambatan dalam melakukan suatu
perbuatan hukum. Akta contra letter dianggap sangat membantu
untuk némpercepat suatu proses hukum terjadi, seperti yang

telah diuraikan sedikit dalam latar belakang permasalahan.

Akta contra letter 1ini adalah merupakan Jjenis akta yang

17 A Rohar, Notaris Dalam Praktek Thiluim Penerhit Alumni Randung, 199 sl 124




dibuat untuk membantah isi dari akta yang dibuat sebelumnya.
Sering akta ini dibuat dengan menyimpangi peraturan

perundang-undangan yang beriaku.

D. Tentang Notaris Sebagal FPajabat Umum Yang berwenang

Membuat Akta Otentik.

Rene David dan John E. C. Bierley menyatakan bahwa
sistem hukum yang dominan dan banyak dianut oleh negara-
l negara didunia ialah sistem hukum Civil Law dan sistem hukum

an
10

l Common Law. Berkaitan dengan eksistensi notaris dalam
membuat dokumen-dokumen hukum, kedua sistem ini mempunyai
pandangan yang berbeda.

Dalam sistem <Civil Law, notaris mempunyal wewenang
untuk membuat akta-akta yang mempunyail nilai pembuktian yang
mengikat dan sempurna. Ciri essensial dalam membuat akta
dalam sistem ini yaitu sifat mandiri dari notaris yang tidak
berpihak dalam arti memperhatikan semua pihak yang teriibat
dalam transaksi hukum sehingga hal ini dapat mencegah
terjadinya perkara dikemudian hari.

Adapun dalam sistem Common Law, ftugas notaris tidak

sama dengan notaris daiam sistem Civil ZLaw. Tugas untuk

membuat akta atau dokumen dilakukan oleh pengacara,

8 gy 4o ; s . - Pustaka Sinar
B Wardijan Rusli, Hulum Perjaniian Indonasia Dan Common Law, Cetakan Pertama, Jakarta - Pustaka Sinas




sedangkan notaris hanya melakukan legalisasi atau
mengesahkan tandatangan dan/atau membuat surat kuasa.®®

Notaris dihadapkan pada kenyataan untuk tidak sekedar
mencatat dan melegalisasi serta membuat akta bagi
kepentingan para pihak yang menghendakinya, melainkan juga
untuk memberikan nasehat hukum yang adil kepada para pihak
sehubungan dengan perbuatan hukum yang hendak mereka catat,
legalisir dan buat aktanya didepan notaris. Namun notaris
juga dikedepankan pada persoalan untuk menciptakan hukum
dalam menyelesaikan masalah yang mungkin terbit atau telah
ada diantara para pihak sehingga diperoleh penyelesaian yang
memuaskan bagi para pihak.

Dengan demikian maka notaris :

a. Memiliki kewenangan yang bersifat umum untuk membuat
semua akta otentik, kecuali yang ditugaskan atau
dikecualikan pembuatannya kepada pejabat lainnya:;

b. Berwenang untuk membuat akta yang berisikan
{(mengkonstatir) perbuatan, perjaﬁjian dan penetapan
yang diharuskan oleh peraturan yang beriaku, atau yang
dikehendaki oleh para pihak:

c. Menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan

grosse, salinan dan kutipan dari akta:
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Disamping itu, notaris juga melakukan tindakan-tindakan
sebagal berikut dalam melaksanakan tugasnya :

d.Melakukan legalisasi dan pencatatan akta:

e. Memberikan nasehat hukum mengenai isi dan ketentuan

dari akta kepada para pihak secara adil.

Disamping mentaati Dbatas-batas kewenangan-kewenangan
terseput diatas, notaris juga mempunyal kewajiban lainnya
yang harus ditaati agar akta-akta yang dibuatnya tidak
ditudun palsu atau agar notéris tersebut tidak dituduh
sebagai telah membuat akta secara tidak benar. Kewajiban-
kewajiban itu antara lain 240
a. Kewajiban notaris untuk mengenal (para) penghadap:;

b. Kewajiban notaris untuk memastikan kewenangan (para)
penghadap;

Dan terhadap keterangan dan atau dokumen~dokumen yang
diberikan oleh para penghadap, notaris tidak berkewajiban
untuk membuktikan dan menyelidiki 1lebih lanjut kebenaran
keterangan dan dokumen-dokumen yang diberikan, kecuali hal
itu disyaratkan kepadanya oleh undang-undang atau olieh
kebiasaan serta kepatutan, disamping hal tersebut adalah

diiuar kewenangan dan kekuasaannya menurut undang-undang.
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6. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan tesis yang Dberjudul Kekuatan
Pembuktian Akta Contra Letter Sebagai Akta Otentik, terdiri
dari empat (4) Bab vyang secara singkat dapat dijelaskan
sebagal berikut :

BAB I : Menguraikan tentang:
1. Latar Belakang Permasalahan
Z. Ruang Lingkup Permasalahan
3. Metode Penulisan
4. Tujuan Dan Manfaat Penulisan
5. Tinjauan Pustaka
6. Sistematika Penulisan
BAB I1 : Menguraikan tentang Kekuatan Pembuktian Akta
Otentik yang terdiri dari sub-sub bab sebagai
berikut :
1. Kekuatan Pembuktian Akta Contra Letter
2. Penyimpangan Isi Akta Contra Letter
Ternadap Undang-Undang
3. Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Dalam Akta
Contra Letter
BAB III : Menguraikan tentang Peranan Dan Tanggunggugat

Notaris Dalam Pembuatan Akta Contra Letter
Yang terdiridari sub-sub bab sebagai berikut:

i. Notaris Sebagal Pemberi Bantuan Hukum

[\
(> 2]




§
i

[

<. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta
Contra Letter

3. Tanggunggugat Notaris Terhadap Akta
Contra Letter Yang Dibuatnya

Merupakan Penutup yang Menguraikan tentang

Kesimpulan atas seluruh uraian dalam

penuiisan ini, berikut saran-saran penulis

Yang terdiri dari :

1. Kesimpulan

2. Saran-saran
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